
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 1  T A H U N  2021

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TERPADU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang :  a .  bahwa u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 1 0  aya t  (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai Laut;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
pada Un i t  Pelayanan Terpadu Rumah Saki t  Umum Daerah
Kabupaten Bangga i  L a u t ,  p e r l u  d i t i n j a u  k e m b a l i  d a n
disesuaikan;

c. bahwa menindaldanjuti  Peraturan Pemerintah Nomor  7 2
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 8  Ta h u n  2016 Tentang Perangkat Daerah, per lu
menyesuaikan kembali Kedudukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelayanan Te rpadu  R u m a h  S a k i t  U m u m  Daerah
Kabupaten Banggai Laut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a ,  h u r u f  b ,  d a n  h u r u f  c  per lu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Te rpadu  R u m a h  S a k i t  U m u m  Dae rah
Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai  L a u t  d i  Prov ins i  Sulawesi  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
5398);

1



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana te lah d iubah terakhi r  dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah N o m o r  1 8  Ta h u n  2 0 1 6  ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2 0 1 6  N o m o r  11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dae rah  (Lembaran Negara  Repub l i k
Indonesia Ta h u n  2019  Nomor  187,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan D a e r a h  Kabupaten  Bangga i  L a u t  N o m o r  7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah K a b u p a t e n  B a n g g a i  L a u t  (Lembaran  D a e r a h
Kabupaten Banggai Laut  Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Banggai  L a u t  Nomor  2 1 )
sebagaimana t e l a h  d i u b a h  d e n g a n  Pera tu ran  D a e r a h
Kabupaten Banggai L a u t  Nomor 5  Ta h u n  2019  tentang
Perubahan A tas  Peraturan Daerah Nomor 7  Ta h u n  2016
tentang Pembentukan d a n  S u s u n a n  Perangkat Dae rah
Kabupaten Banggai  L a u t  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Banggai Laut  Tahun 2019 Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 50);

5. Peraturan B u p a t i  N o m o r  2 2  T a h u n  2 0 1 8  t e n t a n g
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Lau t  Tahun  2018 Nomor 22)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 12  Tahun  2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 22  Tahun  2018 tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi U n i t  Pelaksana Teknis  Rumah Sak i t
Umum Daerah Kabupaten Banggai L a u t  (Beri ta Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN
Menetapkan :  TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TERPADU R U M A H  S A K I T  U M U M  DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah  adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara Pemer intahan D a e r a h  y a n g  m e m i m p i n
pelaksanaan u r u s a n  P e m e r i n t a h a n  y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. B u p a t i  adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah ada lah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai Laut.
5. D i n a s  Kesehatan, Pengendalian Penduduk d a n  Keluarga

Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banggai Laut.

6. Kepala  Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten Banggai Laut.

7. U n i t  Pelaksana Tekn is  yang  selanjutnya dis ingkat  UPT
adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai
Laut y a n g  melaksanakan keg ia tan  t e k n i s  operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk d a n  K B  Kabupaten
Banggai Laut.

8. D i rek tu r  adalah pimpinan UPT Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Banggai Laut yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab k e p a d a  K e p a l a  D i n a s  Kesehatan ,
Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Banggai Laut.

9. Kepala  Bagian adalah Kepala Bagian pada UPT Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut.

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada UPT Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut.

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada UPT
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut.

12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPT Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut.

13. Komite adalah Komite pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

14. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern
pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai
Laut.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan
yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri S ip i l  p a d a  UPT,  y a n g  da lam
pelaksanaan tugasnya  d idasarkan p a d a  keah l ian  d a n
keterampilan.



BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) UPT RSUD berkedudukan sebagai UPT Dinas.
(2) UPT RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan

dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3) UPT RSUD dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
(4) Direktur  UPT RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang

milik D a e r a h  s e r t a  b i d a n g  kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d a n  Keluarga
Berencana.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan mela lu i  penyampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian UPT RSUD.

BAB II I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi UPT Rumah Saki t  Umum Daerah terdir i
atas:
a. Direktur;
b. Bagian Umum membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi.

c. Bidang Pelayanan membawahi:
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan.

d. Bidang Penunjang Pelayanan membawahi:
1. Seksi Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.

e. Komite Medis;
f. Komite Keperawatan;
g. Komite Mutu;
h. Satuan Pengawas Internal; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4
(1) U P T R u m a h  S a k i t  U m u m  Dae ra h  mempunya i  t u g a s

pelaksanaan k e g i a t a n  t e k n i s  operas iona l  p e l a y a n a n
kesehatan perorangan secara paripurna.
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(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan pe layanan  m e d i s ,  keperawatan  d a n

kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis,
sarana d a n  prasarana rumah  saki t ,  pendidikan d a n
pelatihan, p romos i ,  admin is t ras i  kepegawaian s e r t a
keuangan;

b. penyelenggaraan p e m e l i h a r a a n  d a n  p e n i n g k a t a n
kesehatan perorangan me la lu i  pelayanan kesehatan
paripurna;

c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,
melalui pelayanan kesehatan medis, keperawatan dan
kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis;

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kernampuan dalam
memberikan pelayanan kesehatan;

e. penyelenggaraan penel i t ian d a n  pengembangan se r ta
penapisan teknologi b idang kesehatan da lam rangka
peningkatan p e l a y a n a n  k e s e h a t a n  d e n g a n
memperhatikan e t i k a  i l m u  penge tahuan  b i d a n g
kesehatan; dan

f. penyelenggaran pelayanan admin is t ras i  u m u m  d a n
keuangan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 5
(1) Direktur  mempunya i  t u g a s  m e m b a n t u  B u p a t i  d a l a m

pengelolaan U P T  R u m a h  S a k i t  U m u m  D a e r a h  d a n
penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya
peningkatan d a n  pencegahan serta melaksanakan upaya
kesehatan rujukan.

(2) Dalam menyelenggarakan t u g a s  sebagaimana d imaksud
pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
b. penyusunan Rencana Strategi  R u m a h  S a k i t  U m u m

Daerah;
c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan;

dan
d. pembinaan, p e n g k o o r d i n a s i a n ,  p e n g e n d a l i a n ,

pengawasan, program dan kegiatan UPT Rumah Saki t
Umum Daerah.



Bagian Ketiga
Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 6
(1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Direktur

melaksanakan t u g a s  p e r u  mu san k e b i j a k a n  t e k n i s
ketatausahaan d a n  kepegawaian, keuangan d a n  ase t ,
perencanaan p r o g r a m ,  p e l a k s a n a a n ,  p e m b i n a a n ,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bagian Tata
Usaha.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana d a n  program ker ja  Bagian Ta ta

Usaha;
b. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan d a n  pelayanan

kesekretariatan y a n g  m e l i p u t i  ke ta tausahaan d a n
kearsipan, s e r t a  p e n g e l o l a a n  d a n  p e l a y a n a n
kerumahtanggaan di lingkungan UPT Rumah Sakit Umum
Daerah;

c. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan d a n  pelayanan
administrasi perlengkapan, admin is t ras i  u m u m  d a n
kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan program,
pelaksanaan, pembinaan, pengendalian d a n  evaluasi
pelaksanaan tugas  d i  l ingkungan U P T Rumah  Sak i t
Umum Daerah;

d. penyiapan bahan  koordinasi dengan instansi  la innya
dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. penyusunan p e r t i m b a n g a n  t e k n i s  p e r e n c a n a a n ,
pelaksanaan dan pelaporan di bidang ketatausahaan;

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum;
g. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7
(1) S u b  Bagian U m u m  d a n  Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan
dan pengenda l i an  penge lo laan  ke ta tausahaan  d a n
kepegawaian.

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:
a. merencanakan k e b u t u h a n  k e g i a t a n  p e n g e l o l a a n

ketatausahaan;
b. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;



c. melaksanakan koordinasi dengan insta las i /uni t  ke r ja
terkait dalam pengelolaan ketatausahaan;

d. merencanakan kegiatan kebutuhan sumber daya d a n
pengelolaan kepegawaian di lingkungan rumah sakit;

e. menyusun d a f t a r  k e b u t u h a n  a p a r a t u r  d a n
pengembangan SDM Kesehatan;

f. menyiapkan bahan usulan pensiun, usulan kebutuhan
Diklat pegawai dan membuat Daftar Urut  Kepangkatan
(DUK);

g. melaksanakan pengelolaan administrasi  kepegawaian
meliputi penyusunan bahan  kenaikan pangkat, c u t i ,
kenaikan gaji berkala, penilaian sasaran kinerja pegawai,
dan mutasi staf pelaksanaan di lingkungan rumah sakit,
penerimaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan
karier, serta pemberhentian pegawai;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan
kegiatan;

i. melaksanakan koordinasi dengan insta las i /uni t  ke r ja
terkait d a l a m  k e b u t u h a n  s u m b e r  d a y a  manus ia ,
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

j. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8
(1) Sub B a g i a n  Keuangan  d a n  A s e t  mempunya i  t u g a s

penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan,
pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran d a n  pembinaan
bendaharawan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
a. merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran

Sub Bagian Keuangan dan  Aset  berdasarkan prioritas
target sasaran y a n g  a k a n  d icapai  sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan d i  lingkungan
Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan
antara h a s i l  k e r j a  dengan  p e t u n j u k  k e r j a  u n t u k
penyempurnaan hasil kerja;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
d. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran d a n

verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
e. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
f. menyusun r e n c a n a  k e b u t u h a n ,  p e n e r i m a a n ,

penyimpanan, pengeluaran dan  pendistribusian barang
kantor;



g. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
h. melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan

barang;
i. melakukan p e m b i n a a n ,  pengenda l ian ,  m o n i t o r i n g ,

evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi

Pasal 9
(1) S u b  Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai

tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan dan
penyusunan program, sumber daya kesehatan, pendidikan
dan pelatihan serta rekam medik, evaluasi dan pelaporan.

(2) Da lam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bagian perencanaan program dan  evaluasi
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan langkah-langkah kerja di bidang

perencanaan;
b. menyiapkan b a h a n  d a n  m e r u m u s k a n  k e b i j a k a n -

kebijakan u n t u k  penyusunan perencanaan ker ja  UPT
Rumah Sakit Umum Daerah;

c. menyusun konsep perencanaan kerja UPT Rumah Sakit
Umum Daerah;

d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis;
e. menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA), Profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT RSUD;

f. me lakukan  koordinasi  d a n  konsul tasi  dengan p i h a k
terkait un tuk  kelancaran pelaksanaan tugas d i  bidang
perencanaan;

g. memberikan saran dan informasi di bidang perencanaan
kepada kepala bagian tata usaha;

h. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana ke r ja  UPT
Rumah Sakit Umum Daerah;

i. me lakukan  e v a l u a s i  p e l a k s a n a a n  t u g a s  b a g i a n
perencanaan;

j. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan
oleh atasan.



Bagian Keempat
Paragraf 1

Bidang Pelayanan

Pasal 10
(1) B idang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tugas

membantu Direktur  dalam merencanakan, melaksanakan,
pembinaan d a n  koord inas i ,  s e r t a  pengawasan d a n
pengendalian Bidang pelayanan medis, keperawatan d a n
kebidanan.

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja di

bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan dan
kebidanan;

b. penyusunan perencanaan program k e r j a  d i  b i dang
pelayanan m e d i s  d a n  pelayanan keperawatan d a n
kebidanan;

c. pelaksanaan program kerja d i  bidang pelayanan medis
dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pelayanan medis
dan pelayanan keperawatan d a n  kebidanan,  y a n g
meliputi pelayanan rawat  jalan, gawat darurat, rawat
inap, rawat intensif, pelayanan bedah sentral, pelayanan
kebidanan dan pelayanan lainnya sesuai perkembangan;

e. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan
pelayanan m e d i s  d a n  pelayanan keperawatan d a n
kebidanan;

f. pengoordinasian kegiatan peningkatan mutu  pelayanan
dan keselamatan pasien;

g. pelaksanaan f a s i l i t a s i  k e g i a t a n  p e m e n u h a n  d a n
pelaksanaan akredi tas i  r u m a h  s a k i t  d a l a m  b i d a n g
pelayanan;

h. penyusunan standar pelayanan medis dan  pelayanan
keperawatan dan kebidanan;

i. peny iapan bahan pengembangan pelayanan medis dan
pelayanan keperawatan dan kebidanan;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan
medis dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

k. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dengan instansi,
lembaga lain terkait dengan kegiatan bidang pelayanan
medis dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

1. pelaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan
penyusunan l a p o r a n  pelaksanaan keg ia tan  b i d a n g
pelayanan; dan

m. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan
oleh atasan.



Paragraf 2
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 11
(1) Seksi  Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan  pengendalian
kegiatan pelayanan dan catatan medis dan pelaporan serta
sarana pelayanan medis.

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
a. menyusun program kerja pelayanan medis;
b. menyusun rencana kebutuhan anggaran sumber daya

dan sarana pelayanan medis;
c. mengumpulkan d a n  pengolahan d a t a  d a n  informasi

dalam rangka pengelolaan pelayanan medis;
d. menyusun dan pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan

pelayanan Medis;
e. menyusun dan pengelolaan tatalaksana pengadaan dan

distribusi sumber daya pelayanan Medis;
f. mengawasi  pengendal ian e v a l u a s i  d a n  pe lapo ran

kegiatan; dan
g. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 12
(1) Seksi  Keperawatan d a n  Kebidanan mempunya i  t u g a s

melaksanakan koordinasi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan d a n  pengendalian ketenagaan
keperawatan, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan di
rumah sakit.

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi  Keperawatan d a n  Kebidanan mempunyai
fungsi:
a. menyusun r e n c a n a  k e g i a t a n ,  k e t e n a g a a n  d a n

pengembangan m u t u  pe layanan  keperawatan d a n
kebidanan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan jumlah dan
kualifikasi tenaga keperawatan dan  tenaga kebidanan
yang dibutuhkan di rumah sakit;

c. menyiapkan b a h a n  p e n y u s u n a n  p e n g e m b a n g a n
kebutuhan tenaga keperawatan dan  tenaga kebidanan
melalui diktat dan pelatihan;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan peralatan
keperawatan dan kebidanan;

e. melaksanakan pembuatan pedoman pola kar i r  perawat
klinik dan bidan bersama Komite Keperawatan;
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f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kepala
ruangan dan pelaksana keperawatan dan kebidanan d i
rumah sakit;

g. mengoordinasikan p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  a s u h a n
keperawatan dan  kebidanan d i  rumah sak i t  termasuk
dalam kondisi kejadian luar biasa;

h. mengawasi dan pengendalian pelayanan keperawatan dan
kebidanan d i  rumah saki t  agar terlaksananya asuhan
keperawatan dan asuhan kebidanan yang bermutu;

i. melaksanakan pengawasan d a n  evaluas i  pelayanan
asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan d i  rumah
sakit; dan

j. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan
oleh atasan.

Bagian Kelima
Paragraf 1

Bidang Penunjang Pelayanan

Pasal 13
(1) B idang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas membantu

Direktur dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan
pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan
pengendalian k e g i a t a n  p e n u n j a n g  p e l a y a n a n  m e d i s ,
penunjang pelayanan n o n  medis, promosi  r u m a h  sak i t ,
pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

(2) Da lam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana operasional d i  l ingkungan bidang

penunjang pelayanan berdasarkan program kerja rumah
sakit s e r t a  p e t u n j u k  p i m p i n a n  sebaga i  p e d o m a n
pelaksanaan tugas;

b. penyusunan perencanaan d a n  pemb inaan  b i d a n g
penunjang pelayanan;

c. pelaksanakan kegiatan bidang penunjang pelayanan;
d. pelaksanaan koord inas i  keg ia tan b i d a n g  penunjang

pelayanan, serta bidang lain balk di lingkungan internal
maupun di lingkungan eksternal rumah sakit; dan

e. pelaksanaan dan pelaporan fungsi la in  yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Medis

Pasal 14
(1) Seksi  Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan
dan pengendalian sesuai lingkup Penunjang Medis.



(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi:
a. merencanakan kegiatan penunjang Medis berdasarkan

rencana operasional bidang penunjang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pemeriksaan h a s i l  k e r j a  bawahan d i
lingkungan penunjang Medis sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

c. melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan sarana
penunjang Medis  d a n  perbaikan u n t u k  kelengkapan
sarana penunjang Medis;

d. melaksanakan tugas d i  l ingkungan penunjang Medis
sesuai dengan prosedur d a n  peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja kegiatan mendatang;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instalasi
yang berada di bawahnya;

f. melaksanakan supervisi pemusnahan sampah B3;
g. mengevaluasi proses pelayanan penunjang medis  d i

rumah sakit; dan
h. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Penunjang Non Medis

Pasal 15
(1) Seksi  Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan

kegiatan penunjang non medis b e r d a s a r k a n  r e n c a n a
operasional bidang penunjang sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

(2) Da lam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai
fungsi:
a. merencanakan kegiatan pelayanan penunjang non Medis

berdasarkan rencana  operasional b i dang  penunjang
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan t ugas  menjaga keamanan, ketert iban,
kebersihan dan keindahan lingkungan rumah sakit;

c. melaksanakan koordinasi kegiatan terkait pemeliharaan
sarana prasarana rumah sakit dan pengembangan sistem
informasi rumah sakit;

d. melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan sarana
pelayanan penunjang non medis, evaluasi pelaksanaan
tugas bawahan d i  l ingkungan penunjang n o n  Medis
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;



e. memberikan laporan pelaksanaan tugas d i  l ingkungan
pelayanan penunjang non Medis sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja
kegiatan mendatang;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instalasi
yang berada dibawahnya; dan

g. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan
oleh atasan.

Bagian Keenam
Komite Medis

Pasal 16
Komite Medis mempunyai tugas membantu D i rek tur  da lam
menyusun standar pelayanan medis dan  standar operational
prosedur, memantau pelaksanaan pelayanan medis, pembinaan
etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis
Fungsional, pengendalian nosokomial, mengembangkan program
pelayanan, pendid ikan d a n  pelat ihan se r ta  peneli t ian d a n
pengembangan.

Bagian Ketujuh
Komite Keperawatan

Pasal 17
Komite Keperawatan mempunyai  tugas  membantu D i rek tu r
dalam menyusun Standar Asuhan Keperawatan dan  Standar
Operasional Prosedur,  mengevaluasi  pelaksanaan a s u h a n
keperawatan, p e n e l i t i a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  b i d a n g
keperawatan.

Bagian Kedelapan
Komite Mutu

Pasal 18
Komite M u t u  mempunyai tugas  membantu D i rek tu r  da lam
merencanakan, m e n g a r a h k a n ,  m e n g k o o r d i n a s i k a n ,
mengendalikan, mengevaluasi dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kesembilan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 19
(1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah.
(2) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko
di unit kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
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b. peni laian terhadap system pengendalian, pengelolaan,
dan pemantauan efektifitas d a n  efisiensi system d a n
prosedur d a l a m  b i d a n g  admin is t ras i  u m u m  d a n
keuangan;

c. pelaksanaan tugas khusus dalam l ingkup pengawasan
intern yang ditugaskan oleh Direktur UPT Rumah Sakit
Umum Daerah;

d. pemantauan pelaksanaan d a n  ketepatan pelaksanaan
tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksa internal; dan

e. pemberian konsultasi,  advokasi, pembimbingan, d a n
pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional
UPT Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20
(1) Kelompok j a b a t a n  f u n g s i o n a l  m e m p u n y a i  t u g a s

melaksanakan sebagian tugas UPT Rumah Sak i t  U m u m
Daerah sesuai  dengan b idang keahliannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
bidang keahliannya.

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior
diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Direktur.

(4) J u m l a h  jenis dan  jenjang jabatan fungsional disesuaikan
dengan k e b u t u h a n  be rdasa rkan  b e b a n  k e r j a  d a n
kemampuan daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21
(1) D i rek tu r  UPT Rumah Saki t  Umum Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati.
(2) Da lam pelaksanaan tekn is  kesehatan UPT Rumah Sak i t

Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif
dan fungsional  dengan D i n a s  Kesehatan Pengendalian
Kependudukan dan KB.

(3) Da lam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
UPT Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan instansi
terkait lainnya.



(4) Set iap pimpinan uni t  kerja di lingkungan UPT Rumah Sakit
Umum D a e r a h  w a j i b  mengawasi  pe laksanaan t u g a s
bawahannya m a s i n g - m a s i n g  d a n  a p a b i l a  t e r j a d i
penyimpangan a g a r  mengambi l  langkah-langkah y a n g
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 22
1) U n t u k  menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

tugas dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah diangkat
sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.

2) Ketentuan mengenai formasi dan  syarat jabatan struktural
dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d iatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23
(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan d e n g a n  memperhat ikan
senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.

(2) Ketentuan mengenai pola karier PNS dilingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d iatur  dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 24
(1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi tugas dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah,
dialokasikan se jum lah  anggaran  y a n g  bersumber  d a r i
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain
yang sah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh PNS yang diserahi tugas, wewenang dan
tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

(3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Kepala UPT
Rumah Saki t  Umum Daerah melalui Dinas dar i  PNS yang
memenuhi p e r s y a r a t a n  s e s u a i  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n
perundang-undangan.

(4) Masa k e r j a  j a b a t a n  pengelo la  keuangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling lama 5  (lima) tahun
sejak pengangkatannya.



BAB VIII
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 25
(1) Setiap u n i t  organisas i  d a n  P N S  d i l engkap i  d e n g a n

perlengkapan k a n t o r  y a n g  mel ipu t i  a l a t ,  perkakas d a n
perlengkapan kerja.

(2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi
perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) Pengadaan d a n  pengelola perlengkapan kan to r  di lakukan

sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Mutasi  j a b a t a n  P N S  t i d a k  mengak iba tkan  m u t a s i
perlengkapan kantor.

(3) Setiap PNS waj ib  menjaga dan  memelihara perlengkapan
kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27
Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28
Komite Medis,  Komi te  Keperawatan, Komi te  M u t u ,  Sa tuan
Pengawas Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat
dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29
(1) Set iap pimpinan uni t  kerja di lingkungan UPT Rumah Sakit

Umum Daerah waj ib mengikuti  dan  mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing ser ta  menyampaikan laporan h a s i l  pelaksanaan
tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan.

(2) Set iap laporan yang diterima oleh pimpinan un i t  kerja dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan  l e b i h  l a n j u t ,  j u g a  d a l a m  r a n g k a
memberikan petunjuk kepada bawahannya.



(3) D i r e k t u r  menyampa ikan  l a p o r a n  k e p a d a  B u p a t i  m e l a l u i
Kepala D inas  Kesehatan Pengendalian Kependudukan d a n
KB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Bupat i  in i  mulai  berlaku:
a. P e r a t u r a n  B u p a t i  Bangga i  L a u t  N o m o r  4 5  Ta h u n  2 0 1 7

tentang Uraian Tugas, Fungs i  dan  Ta ta  Ker ja Rumah Sak i t
Umum D a e r a h  K a b u p a t e n  Bangga i  L a u t  (Be r i t a  D a e r a h
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 45); dan

b. P e r a t u r a n  B u p a t i  Bangga i  L a u t  N o m o r  2 9  Ta h u n  2 0 1 8
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat i  Nomor 45 Ta h u n
2017 tentang Ura ian Tugas, Fungs i  dan  Ta t a  Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut  (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2018 Nomor);

dicabut dan dinyatakan t idak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Bupat i  i n i  mu la i  ber laku pada tanggal d iundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a h k a n
Pengundangan Pera tu ran  B u p a t i  i n i  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Diteta g a i
p t d  t ' 1 4

)i17;1)/iundangkan di Banggai
/pada tanggal c q z , e r

A '  Pj .  SEKRETARIS D /  R A H
KABUPATEN B N  A I  LAUT,

LOS

LI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021 NOMOR
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